
BUPATI BAT ANG HARI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BATANG HARi 

NOMOR : [G TAHUN 2023 

TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN BATANG HARI 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BATANG HARI, 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dalam 

rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan pedoman pengelolaan risiko 

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 

Hari; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1 )  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan 

Instansi Pemerintah Wajib melakukan penilaian risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang Hari; 

1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapak 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) , 

sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Penyelenggaraan 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Batang Hari. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Batang Hari. 

6. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut lnspektur 

adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel 

Madjid Satoe Kabupaten Batang Hari. 

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi 

yang selanjutnya disingkat SPIP Terintegrasi adalah 

sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. 

10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 

adalah unit kerja yang bertanggung jawab 

melaksanakan pengelolaan risiko. 

11. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas 

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di 

lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

12. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat 

Daerah. 



4 

13. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan. 

pengendalian yang sudah acla 

14. Peta Risiko adalah penjelasan tentang total paparan 

risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan 

trennya. 

15. Daftar Risiko (Risk register) adalah daftar yang 

menggambarkan risiko-risiko yang diperoleh sebagai 

hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja 

pada suatu waktu tertentu. 

16. Selera risiko (Risk appatie) adalah tingkat risiko yang 

bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan 

tujuan. dan sasaran yang dikehenclaki. 

17. Toleransi risiko adalah batasan maksimal variasi relatif 

nilai risiko yang masih diperkenankan/diterima oleh 

Pemerintah Daerah setelah clilakukannya tinclakan 

pengendalian terhaclap risiko clalam upaya mencapa1 

tujuan dan sasaran organisasi. 

18. Retensi aclalah keputusan untuk menenma dan 

menyerap suatu risiko. 

19. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 

dimana, kapan, mengapa, clan bagaimana sesuatu dapat 

terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhaclap 

pencapaian tujuan. 

20. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhaclap risiko 

yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 

kemungkinan munculnya clan besaran clampaknya 

untuk menetapkan level atau status risikonya. 

21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 

disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 

pengendalian yang akan clilakukan oleh Perangkat 

Daerah. 

22. Kerangka Manajemen Risiko adalah elemen atau 

perangkat organisasi yang menyecliakan landasan bagi 

perencanaan, penerapan, pemantauan, peninjauan clan 

perbaikan berkelanjutan manajemen risiko. 
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23. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang 

bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan 

terukur yang digunakan untuk mengelola risiko 

instansi. 

24. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

25. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 

yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegiatan dalam mencapai tujuan. 

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen 

Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

28. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen 

belanja, 

yang 

dan 

memuat kebijakan bidang pendapatan, 

pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA 

Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan 

Perangkat Rakyat Daerah. 
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30. Rencana Kerja dan Anggaran Pera.ngkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas: 

a. tujuan strategis pemerintahan Daerah; 

b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; 

c. tujuan pada tingkatan kegiatannya; dan 

d. tujuan pada tingkatan sub kegiatan 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; 

b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan 

c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko. 

BAB III 

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO 

Bagian Kesatu 

Budaya Sadar Risiko 

Pasal 3 

(1) Pengembanga.n Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan 

sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah. 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebaga.imana 

dimaksud pada ayat ( 1) dila.kukan melalui: 

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai 

di seluruh Perangkat Daerah; 
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b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses 

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan 

Perangkat Daerah; dan 

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian 

yang mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko. 

(3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen 

risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; 

dan 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses 

organ1sas1. 

Bagian Kedua 

Struktur Pengelolaan Resiko 

Pasal 4 

( 1 )  Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Struktur 

Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas: 

a. Bupati sebagai penasehat pengelolaan risiko; 

b. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab 

merangkap koordinator penyelenggaraan pengelolaan 

risiko Pemerintah Daerah; 

c. Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan direktur RSUD 

sebagai UPR tingkat kabupaten; 

d .  Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan 

Direktur RSUD, sebagai UPR tingkat Eselon II; 
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e. Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Bidang 

dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang yang ditunjuk 

sebagai Perencana pada Peran.gkat Daerah dan 

Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian/ 

Bidang/Inspektur Pembantu seluruh Kepala Sub 

Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah dan Rumah 

Sakit Umum Daerah, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang 

pada Perangkat Daerah dan Rumah Sak.it Umum 

Daerah sebagai U PR tingkat Eselon Ill dan tingkat 

Eselon Tingkat IV; 

f. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai unit 

kepatuhan; dan 

g. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan. 

(2) Bupati sebagai penasehat pengelolaan risiko 

sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a berwenang 

memberikan masukan atas penetapan arah kebijakan 

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah. 

(3) Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab merangkap 

koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf b berwenang menetapkan arah kebijakan 

pengelolaan risiko dan mengoordinasikan pengelolaan 

risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(4) Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan 

Direktur RSUD sebagai UPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf d bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf f memantau 

pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 

sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  hurufg berwenang: 

a. memberikan layanan konsultasi penerapan 

pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah; 

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 
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c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap 

rancang bangun serta implementasi pengelolaan 

risiko secara keseluruhan. 

Pasal 5 

(1 )  Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  terdiri atas: 

a. Kepala Daerah sebagai ketua; 

b. Kepala Bapperida sebagai koordinator merangkap 

anggota; dan 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota. 

Pasal 6 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 memiliki tugas: 

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 

supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan 

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq 

Sekretaris Daerah; dan 

c. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi 

pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses 

penilaian risiko. 

Pasal 7 

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 )  huruf c terdiri 

atas: 

a. UPR Tingkat Kabupaten; 

b. UPR Tingkat Eselon II; dan 

c. UPR Tingkat Eselon III dan IV . 
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Pasal 8 

(1 )  UPR Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah 

Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit 

eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing 

masmg; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja 
. . 

masmg-masmg; 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat 

Daerah/unit kerja; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas: 

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Resiko 

Pasa19 

( 1 )  Proses pengelolaan risiko meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. penilaian risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

e. pemantauan; 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  harus menjadi bagian yang terpadu dengan 

proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam 

budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis 

orgamsas1. 

(5) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf Kesatu 

ldentifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 10 

( 1) Iden tifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 

lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan 

Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

dilakukan pada ti.ngkat Pemerintah Daerah dengan cara 

mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub 

unsur lingkungan pengendalian intern. 
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Paragraf Kedua 

Penilaian Risiko 

Pasal 1 1  

( 1 )  Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan 

pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil 

risiko. 

(2) Penilaian risiko dilakukan atas : 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; 

dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit 

kerja. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera 

setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) 

Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan 

proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera 

setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah. 

(6) Proses penilaian risiko meliputi: 

a. penetapan konteks/tujuan; 

b. identifikasi risiko; dan 

c. analisis risiko. 

Pasal 12 

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan 

konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko. 
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Pasal 13 

konteks/tujuan bertujuan untuk 

menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai 

dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu: 

a. konteks strategis Pemerintah Daerah; 

b. konteks strategis (entitas); dan 

c. konteks operasional (kegiatan). 

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah 

ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat 

Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan 

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum 

dokumen Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan 

berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam 

dokumen RKA Perangkat Daerah. 

strategis 

dalam 

( 1) Penetapan kriteria 

Pasal 14 

penilaian risiko bertujuan 

memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria 

penilaian dan analisis atas risiko-risiko. 

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi: 

a. skala dampak risiko; 

b. skala kemungkinan risiko; dan 

c. skala tingkat risiko. 

(3) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

meliputi: 

a. Kriteria risiko yang dikelola memiliki tingkat 

konsekuensi paling tinggi pada level yang ditetapkan 

untuk dikelola sesuai dengan toleransi dan selera 

risiko Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. 

b. Kriteria risiko yang ditransfer ketika risiko residual 

yang tidak dapat diterima sesuai dengan resiko 

toleransi. 
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Pasal 15  

(1 )  Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi: 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan operasional (sub kegiatan) Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan: 

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat 

pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, 

sumber risiko, dan dampak risiko; 

b. mengidentifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, pemilik risiko perlu mempertimbangan risiko 

kemitraan dan risiko kecurangan atas proses bisnis 

Perangkat Daerah; dan 

c. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam 

daftar risiko. 

Pasal 16 

(1 )  Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan 

nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai 

kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1 )  

suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai 

informasi untuk menciptakan rencana tindak 

pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan: 

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; 

b. memvalidasi risiko; 

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; dan 

d. menyusun RTP. 

Paragraf Ketiga 

Kegiatan Pengendalian 
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Pasal 17 

(1 )  Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 

mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP. 

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan: 

a. pembangunan infrastruktur 

antara Jain dapat berupa 

pengendalian yang 

kebijakan dan/atau 

prosedur; dan 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Paragraf Keempat 

Informasi dan Komunikasi 

Pasal 18 

(1 )  lnformasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan 

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang 

efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu: 

a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. proses penilaian risiko; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan 

sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam 

melakukan pengelolaan risiko. 

Paragraf Kelima 

Pemantauan 

Pasal 19 

(1 )  Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara 

berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah 

(Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang 

(Pejabat Eselon lll), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 

(Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan 

kewenangannya. 
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(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit 

Kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab 

pengawasan pengelolaan risiko meliputi: 

a. audit; 

b. reviu; 

c. pemantauan; 

d. evaluasi; dan 

e. pengawasan lainnya. 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal20 

(1 )  Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 

risiko, pemerintah Daerah menyusun 

pengelolaan risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi: 

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko; 

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan 

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal. 

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian 

risiko yang terdiri dari: 

a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah; 

b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; 

dan 

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah. 

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR. 

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian 

risiko/dokumen RTP. 

laporan 
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(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 

secara tahunan. 

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 

tingkat strategis Pemerintah Daerah dikoordinasikan 

oleh UPR Kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis 

(entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional (sub 

kegiatan) Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR 

Tingkat Eselon II. 

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan 

Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilakukan secara tahunan. 

Pasal 2 1  

( l )  Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan 

kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan 

Unit Kepatuhan Internal. 

(2) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disampaikan kepada 

Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 

a. Peraturan Supati Satang Hari Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2 0 1 8  No m o r  23 ) ;  

b. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Serita 

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 25 ) ; 

dan 



18 

c. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari (Berita 

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

DITETAPKAN 

PADA TANGGAL 

MUARA BULIAN 

2s- 1 -  2023 

.4BUPATI BATANG HARI 

Diundangkan di Muara Bulian 

Pada Tanggal ' 2 s -  1  -  202 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARi TAHUN 2023 

NOMOR: IS 
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I 

BUPATI BATANG HARl 
TAHUN 2023 

/ 
PEDOMAN PE . ELOLAAN RISIKO 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN BATANG 
HARI 

NOMOR 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 

ayat ( 1 )  yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian 

risiko. Penilaian risiko dimaksud terdiri dari kegiatan mengidentifikasi 

risiko, menganalisis risiko dan melakukan penilaian risiko sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 

Pedoman Pengelolaan Risiko sehingga risiko yang kemungkinan muncul 

dapat dikelola oleh instansi pemerintah sampai pada tingkat risiko yang 

dapat diterima agar tujuan dan sasaran pemerintah dapat tercapai. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam 

mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah dan panduan dalam mengidentifikasi, menganalisis, 

dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko 

di lingkungan Pemerintahan Daerah. 

II. TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan 

pengendalian intern, pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan 

pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost 

and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur 

pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara 

komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan 

utama Perangkat Daerah. 
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Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai 

bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan 

sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka 

pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat 

kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di 

lingkup Pemerintah Daerah, meliputi : 

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas 

tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat 

Daerah. 

1 .  Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana 

Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko 

strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama 

Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR 

Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah. 

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen 

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). 

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing 

masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, 

sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV . 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti 

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). 



21  

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama 

jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan 

UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah 

dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala 

Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Tek:nis 

pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub 

Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah. 

B. Penetapan struktur analisis risiko. 

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman 

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 

lingkup Pemerintah Daerah (Stalceholders) mengenai aspek-aspek 

pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi : 

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang 

berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang 

undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan 

gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal 

misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang 

tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan 

prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. 

(Sumber: Penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008). 

2 .  Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau 

akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang 

menghambat pencapaian tujuan terjadi. 

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui 

pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

pencapaian tujuan. 

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman 

yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 

lingkup pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis 

atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 

keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat 

risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan 

lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu: 
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1 .  Skala Dampak Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 

diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak 

risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan 

sebagai berikut: 

Kategori Dampak skor traian 

Sangat signifikan/ 
Sangat besar 

Signifikan / Besar 

Sedang/Medium 

Kurang signifikan/ 
kecil 

Tidak Signifikan 
Sangot Kecil 

5 

4 

3 

2 

Pengaruh terhadap pencapaion tujuan 
sangat signifikan. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tinggi/signifikan. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
sedang. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
rendah/kurang signifikan. 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
tidak signifikan. 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan 

menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai 

berikut 

Katogori Damnpak Sor Oporasional Darnpae iikxo 

%a.a ESL,a.iS g oat Lil ±. au1Go .': g 

sangat ringgl 5 kerugiar kegiatan terhenti, negatif, tersebar pelanggaran 
sangat besar ujuan tidak uas di banyak serius, terkeno 

tercapai mneiic sanksi 

Ting9 4 korugian kogiatan sangat nogatif, torsobar di polanggaran 
bosar torhanbat, tiada boborapa media sorius, sanksi 

etektif nasiona/tokal tertulis 

Mo«oret 3 kerugian keglatan teram negatit, tersebar i pelanggaran 
cukup besar bat, kurang efektif beberopa rnecia biasa, sansi 

tok al tertulis 
kerugiar 

Kecil 2 kecil, kurang kegiatan terham negatit, terdapat pelanggaran 
rnatorial bat, kurang otooior pornboritaan biaso, sanksi 

toguran 
ergian hanbatar ad pernberitcan 

Iida Signifikan title kegiatan terta negotit, nun tidk rnoteriet 
mnetere ngani, tujuan ti«iak materiel 

torcopa 

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 

menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. 

Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan 

sebagai berikut : 

Sangat signifikan / 
Hampir pasti torjadi/ 

Kemunginan besar/ Sering 
terjadi 

Kadang-kadang/Mungkin 
Terjadi 

Kemungkinan kecil/ 
Jorong 

Sangat jarang 

5 

4 

3 

2 

Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebin dari 
70%, atau lebih dari 7 kali dalam Io Tahun) 

Kerungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% 
atau 5 sad 7 kali dalam 10 tohun), 

Kerungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang 
(sobesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun 

Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 
1 % -  30% atau I sad 3 kali dalam IO tahun 

Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar O 

- 10%) atau I kali dalam IO tahun 
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Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan 

menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai 

berikut: 

Kategori Dampak Skor Operasional Dampak Risiko 

) 99 ) 9 

Sangat Sering 5 sangot sering,hampir pasti terjadi Dapat terjadi beberopa kali 
(probabilitas » 80% dalarn I tahun 

sering 4 Sering terjadi (probabilitas >» 60% Kemungkinan terjadi sekali 
s.ad.80%) dalam tahun 

Moderat 3 Kemungkinan terjadi, (probabilitas Kemungkinan terjadi sekali 
40% s.d. 60%) dalam1 - 5 tahun 

Jorong 2 Kemungkinan terjadi,meskipun kecil Kemungkinan terjadi sekali 
(probabilitas » 20% s.. 40%) alarm 5 - 10 tahur 

Sangat Jarang Sargat jarang terjadi (probabiitas « Kemungkinan terjadi sekali 
20% alarm 1o - 20 tahun 

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor 

dampak risiko dan. skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk 

menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar 

pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima 

maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut : 

Uraian Skor Skor Skala Nilai 
No. Program./ Kegiatan 

Risiko Dampak Kemungkinan Risiko 

l. - - 3,4 2,3 7,8 

Kriteria Skala Nilai Risiko 

Skala Nilai Penerimaan 

Kategori Tindakan 
Risiko Risiko 

1 - 2  Sangat Rendah Dapat diterima Tidak diperlukan tindakan 

2 , 0 1 - 5  Rendah Dapat diterima Tidak diperlukan tindakan 

5,01- 10 Sedang Tidak diterima, Disarankan diambil tindakan 

Diperlukan jika tersedia sumberdaya 

pengendalian yang 

lebih baik 

10,01 - 15 Tinggi Tidak dapat Diperlukan tindakan untuk 

diterima mengelola risiko 

g '  
'  

s  .,  ,: 
' ; I 

. .  
-  

'  I  
�- 

i 
i ad la» a.6 

l 
. 

. al 
" 

# 

 
j e 

' '  

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan 

acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko 

berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level 

risiko/ risk appetite yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan 

operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut : 
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MATRIKS 

ANALISIS RISIKO 

Hampir pasti 
5 

z 

c -±  Kemungkinan 
4 • .. L o  bear 

- L 
-" d Mungkin 
r ~ 3 5 ± 

: =  Kemungkinan C • 
2 0:, -� 

4 

 
kecil 

Sangat jarang, 
1 

Tidak 
sit nifikan 

1 

Kecil 

2 

Dampak/Konsekuensi 

Besar 
Sangat 

sit.nifikan 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 

memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah 

dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen 

pemerintah Daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi 

(merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko 

yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat 

tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi 

prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat 

rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima. 

D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko 

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah 

sebagai berikut : 
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Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan 

Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan 

dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau 

PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah. 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan bahwa 

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa : 

1 .  Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi 

risiko yang sesuai untuk tujuan lnstansi Pemerintah dan tujuan 

pada tingkatan sub kegiatan secara komprehensif. 

2.  Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat 

menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang 

le bih tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa : 

1 .  penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat 

Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan sub kegiatan pada 

pimpinan tingkat menengah; 

2. Inspektorat selaku APIP di Daerah perlu melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap Perangkat Daerah. 

lll. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 
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Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

PENASEHAT 

Bupati 

I.OM'E PENGELOUAAN 

R.$I0 

Un epat.utan 

- 

······························--·····► 

PENAGGUNG AWA8 

KOORDINATOR PEN YELENGGARAAN 

PENGELOLA RESIKO 

UNIT PEMILIK RISIKO TK.Felon2 

Sek retaris Daerah 

UNIT FEAMLK RS.0 

TI. PE»DA 

Assn Seda' Unt 

yang Dturiuk 

Su.ttag 

Se, rtan 

Ispeitur Der ah 

FENNGGUNG)AWA3FENGAST 

UT FEMLK RSI0 TI. ESE1ON2 

Carat Seir, B idng 

ep/ 5ad2 

Derah 

] 5 ht . . ov a ]  

Kegel 

Oras/0FD 

] st.sos ] 

[i T ua  

Seiwan 

dn4 

UNIT 

FEM U, 

RS10 

TK Ee an.2 

UNT FEMU 

R$10 

TI Exe.an3 

�-· 11, a  

p k[ l  
Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1 .  Penasehat 

Bupati sebagai penasehat pengelolaan risiko berwenang memberikan 

masukan atas penetapan arah kebijakan pengelolaan risiko 

Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko 

Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan 

risiko 

2. Penanggungjawab merangkap koordinator penyelenggaraan 

Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab berwenang 

menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Sekretaris Daerah selain sebagai penanggungjawab, merangkap juga 

sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan 

pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku 

Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain : 

a. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan 

risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen; 

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; 

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. UPR 

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab 

pemilik risiko adalah sebagai berikut : 
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a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas 

risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta 

melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing 

masing. 

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari. 

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja 

dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja 

masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early warning 

indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian 

risiko di masa yang akan datang. 

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk 

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. 

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang 

pelaksanaan pengendalian risiko. 

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengendalian. 

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut : 

a. UPR tingkat pemerintah Daerah. 

Struktur UPR tingkat pemerintah Daerah, terdiri dari : 

Bupati 

Kepala Bapperida, atau unit lain yang 

menangan perencanaan 

seluruh kepala Perangkat Daerah 

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 

Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Sadan, 

Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan 

Direktur RSUD, dan sebagainya) 

b. UPR tingkat unit Eselon 11 

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari : 

Ketua Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat 

Daerah, selaku pemilik risiko tingkat 

Perangkat Daerah. 

Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala 

Ketua 

Koordinator Teknis 

merangkap anggota 

Anggota 

Koordinator Teknis 

merangkap 

anggota 

Bagian/Bidang yang menangani 

perencanaan pada Perangkat Daerah. 
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Anggota Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban 

pada Perangkat Daerah yang 

Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik 

risiko tingkat kegiatan. 

Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ 

Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk 

untuk menangan perencanaan 

Koordinator Teknis 

merangkap anggota 

bersangku tan. 

c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV 

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari: 

Ketua 

Anggota 

kegiatan pada Perangkat Daerah. 

Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub 

Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang 

bersangku tan. 

4. Komite pengelolaan risiko 

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah 

Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, 

dengan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan 

pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko 

yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 

c. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan proses penilaian risiko. 

Komite pengelolaan risiko terdiri atas : 

a. Bupati sebagai Ketua; 

b. Kepala Bapperida sebagai koordinator merangkap anggota; 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat 

membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati. 

5. Unit Kepatuhan 

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 

pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan 

pada Perangkat Daerah. 
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dan evaluasi terhadap rancang 

pengelolaan risiko secara serta implementasi bangun 

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap 

Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan 

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, 

melakukan kegiatan antara lain: 

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; 

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; 

d. membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 

risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk 

tim teknis dengan Keputusan Bupati. 

6. Penanggungjawab pengawasan 

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung 

jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan 

pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

Inspektorat melakukan kegiatan antara lain : 

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko 

pada Pemerintah Daerah; 

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah; 

c. melaksanakan kegiatan reviu 

keseluruhan. 

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh 

komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur 

pengelolaan risiko. 

B. Proses Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 

segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan 

sebagai berikut : 
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c Analisis Risiko 

ldentifikasi Risiko 
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---- - - - - - - . -  Identifikasi Kelemahan Lingkungan 

Pengendalian Intern (1) 

emi%is, kn ¢ 
Penetapan Konteks/Tujuan 

l 

l 

- > - · )  Kegiatan Pengendalian (3) 
I  

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah Daerah, terinci sebagai 

berikut: 

1 .  ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat 

disajikan sebagai berikut 

Tujuan 

Keluaran 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Waktu 

Sumber data utama 

Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan 
pengendalian intern 

Simpulan kondisi hingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub 
unsur ingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan 

Tingkat Pemda: 
- Sekda selaku Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala onpf 

Eselon 1 dan It) 
- Fasilitator 

- Penyusunan RP.JMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA [PPAS 

- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll 
-Survei persepsi atas lingungan pengendalian intern dengan metode CEE 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan 

melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian 

pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah Daerah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan 

pengendalian dalam urusan wajib / pilihan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut 

Persiapan Penilaian Penilaian awal atas 
kelemahan lingkungan 
pengendalian melalui 

reviu dokumen 

Survei terhadap 
lingkungan 

pengendalian 
melalui CEE 

Simpulan kelemahan 
lingkungan 

pengendalian 

' 

Persiapan data 
dan kuesioner 

Kajion, reviu atas 
kondisi dan kultur 

instansi berdasarkan 
hasit audit, kajian, 

berita, wawancara, 
data lainnya 

Survei persepsi 
pegawai ataos 

kondisi lingkungan 
pengendalian 

melolui Control 

Environtment 
Evaluation (CEE) 

Mendasarkan 
kepada dua hasil 

simpulan sementara 
yaitu hasil penilaian 

awal dan hasil survei 
persepsi 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 

1) Persiapan data 
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Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian 

urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa : 

a) Laporan hasil audit pada pemerintah Daerah yang 

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan 

audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ 

pilihan oleh lnspektorat; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 

wajib/ pilihan Pemerintah Daerah; 

d) Serita terkait pelaksanaan urusan 

pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media 

massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain 

yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian 

dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana 

form 1 ) .  

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81  pertanyaan 

yang harus dijawab oleh responden. Responden diharap 

mewakili dari berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan 

sesuai kondisi sebenar-benarnya pemahaman responden atas 

pertanyaan tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan 

kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan. 

wajib/pilihan 
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Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut : 

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

A. PENGANTAR 

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasin sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk 

kecerluan internal dan dimaksuckan untuk meihat konisi lingkungan pengendealian di unit instansi 

Bapzk/lbu. Mengingat pentingya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak//bu mengisinya dengen benar 

dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/lbu dan rekapituiasi 

kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/lbu sekalian. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Berilah tanda slang untuk posisi anda szat inf? 

1. El Pejbat Struktural 

2. [ Pejabat fungsional Tertentu 

3. [ Pejbatfungsional Umumy/'Staf 

C. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah dengan memberikan tickmar {V pada salah satu kotak pilihan jawaban. 

2. Bapak/lbu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada pagan akhit 

kuesioner ini. 

3. Apabila terdapatperyataan yang dirasa kurang jelas, silakan citanyakan kepada fasilittor. 

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN 

I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 

A. Pengembangan Integritas dan Nilai Etika 

1 Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika 1 [ Ti~ak Pernah 
pad~ ting«ah laku sehari-hari 2 □ Jarang 

3 [ Sering 

4 El Selalu 
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Form 1 

lustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

NO. PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus KUOSIONER 

CEE 

a b C d 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI 

1 Pegawai mendapatkan 2 4 3 3 3 2 3 

pesan integritas & nilai etika 
Memadai 

secara rutin dari pimpinan 
instansi (Misalnya 
keteladanan, pesan 
moral dll) 

2 Pemerintah Daerah telah 3 3 3 3 3 3 3 

memiliki aturan perilaku 
Memadai 

(misalnya kode etik, pakta 
integritas, dan aturan 
perilaku pegawai) yang telah 
dikomunikasikan kepada 
seluruh pegawai 

3 Telah terdapat fungsi 2 4 3 3 3 3 3 

khusus di dalam instansi 
Memadai 

yang melayani pengaduan 
masyarakat atas 
pelanggaran aturan 
perilaku/kode etik 

4 Pelanggaran 3 4 2 3 3 2 3 Memadai 
aturanperilaku/kode etik 
telah ditindaklaniuti 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI 

1 Standar kompetensi setiap 3 4 2 3 2 3 3 Memadai 
pegawai/posisi jabatan telah 
Ditentukan 

2 Pegawai yang kompeten 2 4 3 3 3 3 3 Memadai 
telah secara tepat mengisi 
posisi/ iabatan 

3 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 3 3 3 3 Memadai 
memiliki dan menerapkan 
strategi peningkatan 
kompetensi pegawai 

4 Terdapat pelatihan terkait 3 3 3 3 2 3 3 

pengelolaan risiko, baik 
Memadai 

pelatihan khusus maupun 
pelatihan terintegrasi secara 
berkala. 

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG 

MEMADAI 

1 Pimpinan telah menetapkan 2 3 2 2 2 3 2 • Kurang 
kebijakan pengelolaan risiko 

Memadai 
yang memberikan kcjelasan 
arah pengelolaan risiko 

2 Pimpinan menerapkan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 
pengelolaan risiko clan 
pengendalian dalam 
pelaksanaan tugas dan 
pengambilan 
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3 Pimpinan membangun 2 3 3 3 3 2 3 

kornunikasi yang baik 
Mernadai 

dengan anggota organisasi 
untuk berani 
mengungkapkan risiko dan 
secara terbuka menerima/ 
menggali pelaporan 
risiko/masalah 

4 Gaya pimpinan dapat 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 
mendorong pegawai untuk 
meningkatkan kinerja 

5 Pimpinan menetapkan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 
Sasaran strategis yang 
selaras dengan visi dan misi 
Pemerintah Daerah 

6 Rencana/ sasaran strategis 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 
Pemerintah Daerah telah 
dijabarkan ke dalam 
sasaran Perangkat Daerah 
dan tingkat operasional 
Perangkat Daerah 

7 Rencana strategis dan 2 2 3 3 2 3 2 Kurang 
rencana kerja Pemerintah 

Memadai Daerah telah menyajikan 
informasi mengenai risiko 

8 Adanya transparansi clan 3 4 3 3 4 3 3 

ketepatan waktu pelaporan 
Mernadai pelaksanaan peran dan 

tanggung jawab masing 
masing dalam pengelolaan 
risiko 

D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MEMADAI 

YANGTEPAT 

1 Kriteria pendelegasian 3 4 3 4 3 2 3 Memadai 
wewenang telah clitentukan 
dengan tepat 

2 Pendelegasian wewenang 3 4 3 4 3 3 3 Memadai 
clan tanggung jawab 
dilaksanakan secara tepat 

3 Kewenangan clireviu secara 2 3 3 3 3 2 3 Memadai 
periodik 

E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT KURANG 

TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA 
MEMADAI 

1 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 3 3 3 3 

memiliki Kebijakan dan 
Memadai 

proseclur pengelolaan SOM 
yang lengkap (sejak 
rekrutmen sampai 
dengan pemberhentian 
pegawail 

2 Rekruitmen, retensi, mutasi, 2 3 2 3 3 2 3 Memadai 
maupun promosi pemilihan 
SOM telah dilakukan 
dengan baik 

3 lnsentif pegawai telah sesuai 3 4 3 1 4 3 3 Memadai 
dengan tanggungjawab dan 
kineria 

4 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 2 3 2 2 Kurang 
menginternalisasi budaya 

-Memadai 
sadar risiko 

5 Adanya pemberian reward 2 3 2 2 4 3 2 

dan/atau punishment atas 
Kurang 

pengelolaan risiko (Misalnya 
mempertim bangkan Memadai 
pertanggungjawaban 
pengelolaan risiko dalam 



36 

penilaian kinerja) 

6 Terdapat evaluasi kinerja 2 3 2 2 3 3 2 urang 
pegawai, dan telah 

Memadai 
dipertimbangkan dalam 
perhitungan penghasilan 

7 Instansi telah 2 3 2 1 3 2 2 Kurang 
mengalokasikan anggaran 

Memadai 
yang memadai untuk 
pengembangan SDM 

F PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASANINTERN MEMADAI 

PEMERINTAH YANG EFEKTIF 

1 Inspektorat Daerah 3 3 3 4 3 3 3 

melakukan reviu atas 
Memadai 

efisiensi/ efektivitas 
pelaksanaan setiap 
urusan/program Secara 
periodik 

2 Inspektorat melakukan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
reviu atas kepatuhan 
hukum dan aturan lainnva 

3 Inspektorat memberikan 2 2 3 3 3 3 3 Memadai 
layanan fasilitasi penerapan 
pengelolaan risiko dan 
penyelenggaraan SPIP 

4 APIP telah melaksanakan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
pengawasan berbasis risiko. 

5 Temuan dan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
saran/ rekomendasi 
pengawasan APIP telah 
ditindaklanjuti 

G HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI MEMADAI 

PEMERINTAH TERKAIT 

1 Hubungan kerjayang baik 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
dengan instansi/organisasi 
lain yang memiliki 
keterkaitan operasional 
telah terbangun 

2 Hubungan kerja yang baik 3 3 3 4 3 3 3 

dengan instansi yang terkait 
Memadai 

atas fungsi 
pengawasan /peemriksaan 
(inspektorat, BPKP, dan 
BPK) telah terbangun 

Keterangan: 

Kolom c diisi dengan jawaban responden 

Ket Jawaban : 

1 Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 

2 Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum 

konsisten 

3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih 

bisa ditingkatkan 

4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan 

dapat ditularkan ke organisasi lain 
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Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan 

pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur 

lingkungan pengendalian 

Misal:  

kesimpulan tiap pertanyaan : 

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan 

"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: 

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur 

tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat 

simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai" 

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui 

reviu dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah Daerah 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan 

permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian 

kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh 

data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi 

lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara 

umumyaitu: 

1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; 

2) Serita pada media massa. 

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan 

lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah. Ilustrasi 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah XYZ 
Tahun Penilaian 2 0 1 8  
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang Kesehatan 

No. Sumber Uraian Kelemahan Klasifikasi 

data 

a b C d 

1 Media - Banyak terjadi Penegakan 
massa pencopotan/mutasi integritas dan nilai 

pejabat Daerah karena etika 
tersangkut kasus Komitmen terhadap 
hukum kompetensi 

-Pegawai belum 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 
dan Pengalaman 
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2 LHP BPK -Pemerintah Daerah Penyusunan dan 
N o . Xxx  XYZ belum memiliki penerapan 
tanggal strategi dalam kebiajakan yang 
XXx pemenuhan dan sehat tentang 
tentang pendistribusian SOM pembinaan SOM 
Hasil kesehatan di 
Pemeriksa Puskesmas 
an BPK -Kualifikasi dan Komitmen terhadap 
atas kompetensi Dokter kompetensi 
Efektifitas serta tenaga kesehatan 
Pengelola di RSUO XYZ belum 
an memenuhi kebutuhan 
Sumber akan 
Daya -Pemenuhan tenaga Penyusunan dan 
Kesehata kesehatan di RSUD penerapan 
nJKN XYZ belum kebiajakn yang 

memperhatikan tingkat sehat tentang 
kebutuhan dalam pembinaan SOM 
pemberian pelayanan 
kesehatan 

3 SK Inspektorat belum Peran APIP yang 
Inspektur melakukan audit efektif 
N o . Xxx  kinerja atas 
tanggal pen yelenggaraan 
XXX urusan kesehatan 
tentang dalam tingkat strategis 
PKPT 
Inspektor 
at 

4 LHP BPK - Pelayanan pasien BPJS Kepemimpinan yang 
N o . Xxx  di Pemerintah Daerah kondusif 
tanggal XYZ belum optimal dan 
XXx terdapat regulasi 
tentang Din.as Kesehatan 
Hasil Daerah XYZ tidak 
Pemeriksa berjalan sebagaimana 
an atas mestinya yaitu 
Kinerja ketentuan mengenai 
Pen.ye Ieng praktek Dokter 
garaan 
JKN 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan 

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008. 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environtment Evaluation (CEE) . 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 

pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian 

urusan Wajib/Pilihan pemerintah Oaerah. Survei tersebut dapat 
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menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu 

suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self 

Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan 

pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam 

atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada 

beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan 

yang dilakukan penilaian. 

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 

pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh 

peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang memadai. 

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib 

pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan 

lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan 

Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu 

rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum 

dilakukan dengan baik. 

urusan pengendalian lingkungan d. Simpulan kelemahan 

wajib/pilihan. 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 

selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada 

pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. llustrasi 

dapat disajikan sebagai Form 2 . 

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi 

apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang 

jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan 

kesimpulan. 

Sebagai contoh, simpulan basil penilaian lingkungan pengendalian 

adalah sebagai berikut : 

1) Penegakan integritas dan nilai etika 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat Daerah karena 

tersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan 

pengalaman. 

b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan 

di RSUD DAERAH XYZ belum memenuhi kebutuhan akan 

pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN. 
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3) Kepemimpinan yang kondusif 

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 

yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. 

b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Oaerah 

belum menyajikan informasi mengenai risiko. 

c) Pelayanan pasien BPJS di Oaerah XYZ belum optimal dan 

terdapat regulasi Oinas Kesehatan Oaerah XYZ tidak 

berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai 

praktek dokter. 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan SOM 

a) Pemerintah Oaerah belum menginternalisasi budaya sadar 

risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment 

atas pengelolaan risiko. 

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan. 

d) Anggaran pengembangan SOM belum memadai. 

e) Pemerintah Oaerah XYZ belum memiliki strategi dalam 

pemenuhan dan pendistribusian SOM kesehatan di 

Puskesmas. 

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum 

memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. 

5) Perwujudan peran APIP yang efektif 

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan 

dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan 

beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang 

dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, 

sedapat mungkin Bupati diikutkan dalam pembahasan kondisi 

lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan 

pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi 

penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat 

mengacu pada Peraturan Kepala BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE). 
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Form 2 

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah XYZ 
Tahun Penilaian2018 

No Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Basil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan 

Hasil Uraian Hasil Uraian 

a b C d e f g h 

1 Penegakan Kurang Banyak terjadi Memadai Kurang Banyak terjadi pencopotan/mutasi 

integritas dan nilai Memadai pencopotan/mutasi Memadai pejabat Daerah karena tersangkut kasus 

etika pejabat Daerah karena hukum 

tersangkut kasus hukum 

2 Komitmen terhadap Kurang • Pegawai belum Memadai Kurang h Pegawai belum ditempatkan sesuai 

kompetensi Memadai ditempatkan sesuai Memadai dengan kompetensi dan pengalaman 

dengan kompetensi dan Kualifikasi dan kompetensi Dokter 
pengalaman serta tenaga kesehatan di RSUD XYZ 

• Kualifikasi dan belum memenuhi kebutuhan akan 

kompetensi Dokter serta pemberian pelayanan kesehatan di Era 

tenaga kesehatan di JKN 

RSUD XYZ belum 
memenuhi kebutuhan 
akan pemberian 
pelayanan kesehatan di 
Era KN 

3 Kepemimpinan Kurang 
• 

Pelayanan pasien BPJS Kurang • Pimpinan belum Kurang • Pimpinan belum menetapkan 

yang kondusif Memadai di Daerah XYZ belum Memadai menetapkan Memadai kebijakan pengelolaan risiko yang 

optimal dan terdapat kebijakan memberikan kejelasan arah 

regulasi Dinas Kesehatan pengelolaan pengelolaan risiko 

Daerah XYZ tidak risiko yang • Rencana strategis dan rencana kerja 
berjalan sebagaimana memberikan Pemerintah Daerah belum menyajikan 

mestinya yaitu kejelasan arah informasi mengenai risiko. 

ketentuan Puskesmas pengelolaan • Pelayanan pasien BPJS di Daerah XYZ 
belum sepenuhnya risiko belum optimal dan 
menyediakan seluruh • Rencana • Terdapat regulasi Dinas Kesehatan 
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kebutuhan farmasi untuk strategis dan Daerah XYZ tidak berjalan 

mendukung pelayanan rencana kerja sebagaimana mestinya yaitu ketentuan 

kesehatan secara Pemerintah mengenai praktek Dokter 

memadai Daerah belum 
menyajikan 
informasi 
mengenai risiko 

4 Struktur organisasi - - Memadai - Memadai - 

sesuai kebutuhan 

5 Pendelegasian - - Memadai - Memadai - 

wewenang dan 
tanggung jawab 
yang tepat 

6 Penyusunan clan Kurang • Pemerintah Daerah XYZ Kurang • Pemerin tah Kurang • Pemerintah Daerah belum 

Penerapan Memaclai belum memiliki strategi Memaclai Daerah belum Memaclai menginternalisasi buclaya sadar risiko. 

Kebijakan yang dalam pemenuhan dan menginternalisas • Bel um terclapat pem berian reward 

Sehat tentang pendistribusian SDM i buclaya saclar clan/ a tau punishment atas pengelolaan 

Pembinaan SOM kesehatan di Puskesmas risiko risiko (Misalnya mempertimbangkan 

• Pemenuhan tenaga • Belum terdapat pertanggungjawaban pengelolaan 

kesehatan di RSUD XYZ pemberian risiko dalam penilaian kinerja). 

belum memperhatikan reward dan / a tau Evaluasi kinerja pegawai belum 
tingkat kebutuhan dalam punishment atas dipertimbangkan clalam perhitungan 
pemberian pelayanan pengelolaan penghasilan. 
kesehatan risiko (Misalnya Anggaran pengembangan SOM belum 

mempertimbang memadai. 
kan Pemerintah Daerah XYZ belum 
pertanggungjawa memiliki strategi dalam pemenuhan 
ban pengelolaan dan pendistribusian SDM kesehatan di 
risiko clalam Puskesmas. 
penilaian Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD 
kinerja) XYZ belum memperhatikan tingkat 

• Evaluasi kinerja kebutuhan clalam pemberian 
pegawai belum pelayanan kesehatan 
clipertimbangkan 
dalam 
perhitungan 
penghasilan 
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• Anggaran 

pengembangan 
SDM belum 
memadai 

7 Perwujudan peran Kurang Inspektorat belum Memadai Kurang Inspektorat belum melakukan audit 

APIP yang efektif Memadai melakukan audit kinerja Memadai kinerja atas penyelenggaraan urusan 

atas penyelenggaraan kesehatan dalam tingkat strategis 

urusan kesehatan dalam 
tingkat strategis 

8 Hubungan Kerja - 
- Memadai Memadai 

yang Baik dengan 
lnstansi 
Pemerintah Terkait 

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen 

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei 

perseps 

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei 

persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya 

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan 
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2. Penilaian Risiko 

lkhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut 

Tujuan - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan 
penilaian risiko 

- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko 
- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun 

RIP-nyo) 

Keluaran - Dattar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan 
dan indikator kinerjanya 

- Dattar tujuan/sasaran strategis (Entitas) 0PD 
- Daftar tujuan kegiatan utama 0PD untuk tiap-tiap urusan dan indikator 

keluarannya 
- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pitihan Strategis 

Pemerintah Daerah 
- Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 

(Entitas) OPD 
- Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan 

Operasional OPD 
Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah 
Daerah, Strategis (Entitas) oPD, dan Operasional OPD 

- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pitihan Strategis 
Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional 0PD 

Pelaksana/Pihak Terkait : Stratogis Pemerintah Daerah 
-Sekda selaku Koordinator 
-UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala 0PD/SKPD) 
-Fasilitator 
Stratogis (Entitas) 0PD 
-Sekda selaku Koordinator 
-UPR Tingkat €s . 1 /  2  (Kepala oPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD 
-Fasilitator 
Operasional 0PD 
-Kepala 0PD 
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 0PD Fasilitator 

Waktu StratogisPemerintah Daerah 
-Penyusunan RPJMD 
-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 
Stratogis (Entitas) 0PD 
-Poda saat penyusunan Renstra 0PD 
-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-0PD 
Operasional 0PD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 

$umber data utama CSA/FGD 

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digarnbarkan 

sebagai berikut: 

Menetapan 
Konteks/ Tujuan 
yang akan 
ilakukan 
penilaian risiko 

mnenyiapkan 
ponitaian risiko 

Mengitontitikasi 
risiko 

Motakukan analisis 
risiko 

Morvanidsi risiko 

Mengevauasi 
pongendalian 
yang ada dan 
yang cfibutuhkan 
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a. Menetapkan konteks/tujuan 

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan 

penilaian risiko. 

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah 

menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan 

ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah 

Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan 

tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan 

dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang 

hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap 

tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. 

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 

memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja 

organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada 

tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator 

kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas 

Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah 

didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan 

Perangkat Daerah. 

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 

(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai 

berikut: 

IEEE 
ft mN1At 

DAERA 

 
□ 
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fujuan 5art an 
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tratee (tnt+as) 0Pp 

t 1,2.3.0»1 

Tuan8 as.aran 

0grace.all 

(eatan) 0Pp1. 2 

3.0st 

IN DIATOM NERIA 

tnatokatoe nerp 

Saar an Stratege 

Penrith Dara 

lrkteirr 

saran Strate 

(ttt) 0Pp 2,3, 

0st 

ck torr$ 

eata0DI, l 
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lerd isl 
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Wp/Phan pad 

pron Decal 

talc 

Stratesstfntta) 0D 

1 2.3 Dr 

..... _....... l 
Cpeaor.ad 04D L  

34  0  

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian 

risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut 

merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih 

memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta 

penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau 

pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung 

pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum 

dalam RPJ MN . 
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Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan 

berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan 

dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan 

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai 

kebutuhan. 

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Oaerah. 

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah Oaerah 

disajikan sebagai berikut : 

Tujuan 

Keluaran 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Waktu 

Sumber dato utama 

Memperoleh informosi tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk 
tiap-tiop urusan dan indikxator inerjanya 

- Daltar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah 
dan indikator kinerjanyG 

- Dattar Urusan Wajb/Piihan dan OPD yang Terkait 

- Sekda seloku ordinator 

- Unit Pemilik Risio Pemerintah Derah (Kepala Daerah dan Kepala 
0PD/SxPD) 

- Fasilitator 

- Penetopan konteks dilaksanakan pado soat penyusunan RP,JMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun pado soat penyusunan KUA/PPAS 

RP,JMD 

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah Oaerah 

pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis 

yang tertuang dalam RPJMO. Namun demikian, dalam 

penetapan konteks strategis pemerintah Daerah, 

pemerintah Oaerah dapat memilih beberapa tujuan dengan 

mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan 

misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. 

Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan 

melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam 

Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 

Tahunan". 

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah 

DAERAH XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah 

Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, 

yaitu tujuan 1 dari misi 1 ,  tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 

1 dari misi 3 . 

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1,  

maka peserta CSA/FGD adalah : 
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( 1 )  UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 

2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan 

kegiatan terhadap tujuan srategis l ,  antara lain pada : 

a) Dinas Kesehatan; 

b) RSUD DAERAH XYZ; 

c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB); 

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam 

CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat 

eselon 3 dari PERANGKAT DAERAH namun sifatnya 

sebagai pendamping. 

(2) Fasilitator 

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 

instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah 

demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat 

berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, 

Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis 

pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

(a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta 

data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, 

uraian tugas dan jabatan, dsb; 

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD; 

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan 

misal prioritas pembangunan atau program 

unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari 

urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan 

RPJMD; 

(d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis 

pemerintah Daerah yang akan dilakukan 

penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan 

penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian 

sasaran sesuai kebutuhan; 
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(e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana contoh 

form 3 

Beberapa ha! yang perlu diperhatikan dalam tahap 

lill 

(a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

tuj uan / sasaran / indikator 

Jika 

FGD 

faktualnya. 

maka peserta 

sasaran/indikator yang 

dengan 

perbedaan, 

antara 

RPJMD 

menyepakati tujuan/ 

perbedaan 

menurut 

terdapat 

akan digunakan untuk keperluan 

risiko; 

penilaian 

(b) Perbedaan pada pain (a) tersebut dapat menjadi 

dokumen perbaikan masukan bagi 

perencanaan (RPJMD). 

bahan 

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

Nama Pererintah Doerah 
Tohun Penilaian 
Periode yang cdinilai 

: Pemerintah Kabupoten xv 
2018 

: Tahun 2019-2023 

Sumber Data 

Tujuan Strategis RPJMD 

Penetopan Konteks 
Risiko Strategis Pemdo 

Dinas Terkait 

Sasaran RP.JMD 

KU Sasaran RPJMD 
RP.JMD 

Prioritas Pembangunan 
dan Program Unggulan 

Tujuan, Sasaran, ku 
yang okan dilakukan 
ponitaian isiko 

RPJMD Kabupaton xYZ Tahun 2019-2023 

Iujuan II Meningkatnya kualitas tata kelola pomerintahan 
lujuan I2 Meningkatnya kohosivitas masyarakat 
Iujuan 21Meningkatnya kualitas transportasi 
Iujuan 22 Meningkatnya Kelayokhunian 
Tujuon 23 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 
Tujuan 24 Menurunnya resiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkotnya kuolitos lingiungon hidup 
Tujuan 3.1Meningkatnya akses dan kuolitas pendidikan 
Tujuan 32Meningkotnya derajat kesehatan masyarokat 
Iujuan 3.3Meningkatnya kesejahteraan sosial 
Tujuan 3.4 Meningkatnya portisiposi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan okonomi 
Tujuan 4.2Meningkotnyo pemerataan okonomi 

Tujuan 32Meningkatnya derajot kesehaton mosyarokat 

- Dinas Kesehotan 
- RSUD Kabupaten xYz 
- Dinos Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendahian 

Penduduk dan Koluarga Berencana (DP3AP2KB) 
- Dinas Pokerjoan Umum dan Perurnahan Rakyat 

Sasaran 32.1 Meningkatnya kesolamatan ibu anal 
Sasaran 3.2.2 Moningkatnya kualitas kosohatan masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Moningkatnya poritaku hidup sohat 
Sosaran 32.4 Moningkotnyo prostasi Olohrogo di Kabupaton xY2 
Sasaran 32.5 Moningotnya poran sorta Pemuda dalam 

Usia Haropan Hidup ditentukan oloh jumlah kematian boyi, jka angka 
komatian bayi besar, maka usio angka baropan hidup rendoh 

Prioritas pombangunan: 
- Program Peningkatan Kosolamatan Ibu Molahirkan dan Anak 
- Program Peningkatan Peloyanan Kesehatan Anak Bolita 
- Program Poncogahan dan Ponanggulangan Ponyakit Menuloar 
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehotan 
- Program Promosi Kosohatan dan Pembordayaan Masyarakat 
- Program Perbaikan Gii Masyarakat 

Tujuon 3.2Meningkotnya derajot kesehotan masyorokat 
Sas0ran 32.2Meningkotnyo kualitas kosohotan masyorakat 
1Program Peningkatan Ksolamatan tbu Melahirkan dan Anak 
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b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah 

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah disajikan sebagai berikut : 

Tujuan Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) 0PD yang terkait 
untuk tiap ·tiop urusan don indikotor kinerj0nyo 

Keluaran Dattar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiop 
urusan dan indikator kinerjanya 

- Sekda selaku Koordinator 
Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemilk Risiko Tingkat Eselon I dan 2 (Kepala 0PD/SKPD dan Kabag/a 

bid 0PD) 
- Fasilitator 

Waktu - Pada saat penyusunan Renstra 0PD 
- Direviu/dimutakhirkan setiop tahun pada soot penyusunan RKA-0PD 

Sumber data utama Renstra 0PD 

Form 3 

CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah DAERAH XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilaian 2018 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 

Sumber Data RPJMD DAERAH XYZ Tahun 2019-2023 

Tujuan 1. l Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 
Tujuan 2 . 1  Meningkatnya kuaJitas transportasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 

Tujuan Strategis RPJMD Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hid up 
Tujuan 3 . 1  Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosiaJ 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
pembangunan 
Tujuan 4 . 1  Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Penetapan konteks 
Risiko Strategis Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan rnasyarakat 
Pemerintah Daerah 

Dinas Kesehatan 
Nama Dinas Terkait RSUD DAERAH XYZ 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Sasaran 3.2.  l Meningkatnya keselamatan ibu anak 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

Sasaran RPJMD Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hid up sehat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di DAERAH XYZ 
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam 
pembangunan 
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi 

!KU Sasaran RPJMD Usia Harapan Hid up adaJah ditentukan jumlah kematian bayi, jika 
angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah. 
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Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
Prioritas pembangunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Mcnular 
dan program unggulan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Tujuan, Sasaran, Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
IKU yang akan Sasaran 
dilakukan penilaian 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
risiko Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah 

sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas 

Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis 

(Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib 

Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan 

tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait 

dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai 

berikut : 

( 1 )  Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi tujuan, sasa..ran, dan Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan 

wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung 

pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan 

pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) 

Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian 

risiko. Sasaran. yang akan dilakukan penilaian risiko 

bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4 

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait 

yaitu RSUD DAERAH XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai basil 

penetapa..n konteks strategis Pemerintah Daerah) 

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah 

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah disajikan sebagai berikut : 
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Tuuon 

Keluaron 

Peiaiana/Pai Teri«a 

Surber data utama 

Sumber Dato lain 
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Memperoien intormas program «egotan utara. tuuon «egotan don 
indiator ietaron untuk top·tiop uruson woo/pi an yong deioia 0let 
set0p 0PD 

- Dator tuuon iegiaton utoma 0PD untuk tap·Diop urutan don indict or 
ieluarannyo 

• Kepi 0PD 
- U ni t Pemi k  Rio Ing«at Eeion 34 
- F90tor 

Pada soat penyusunan RKA0PD 

Renija 

DPA 0PD, RKPD 

Form 4 

Contoh Penerapan 
penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah pada 

Dinas Kesehatan 
Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah XYZ, Provinsi ABC Tahun 

Penilaian 2018 
Periode yang dinilai Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Perangkat Daerah yang Dinilai Dinas Keschatan 
Peran Perangkat Daerah Perangkat Daerah Koordinator 

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Daerah XYZ 

Tuiuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 

Sasaran Strategis Reproduksi 
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 
3. Meningkatnya Kualitas Pelaya.nan Dasar dan Rujukan. 

IKU Renstra lKU 2023 

Pera.ngkat Daerah Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 57 

Kelahiran Hidup 
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran 3,2 
Hidup 
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 3,6 
Kelahiran Hidup 
Ca.kupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga 100 
Kesehatan vang memiliki Kompetensi Kebidanan 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum 

ada 

IKU Lansia Belum 
ada 

IKU Gizi Belum 
ada 

!KU Kesehatan Reproduksi Belum 
ada 

Informasi lain - 

Tujuan Strategis : 
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Sasaran Strategis: 

Tujuan, Sasaran, Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 
IKU yang akan IKU Strategis: 
dilakukan - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 

penilaian risiko - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup" 

DAERAH XYZ, . . . .  September 2 0 1 8  
Kepala Dinas Kesehatan 

.. 
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Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait 

sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ 

konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka 

mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. 

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: 

( 1 )  Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA 

Perangkat Daerah, serta data terkait Jainnya; 

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran 

terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang 

sudah dipilih sebelumnya; 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran 

yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama 

yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya 

dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun 

demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian 

program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi 

kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi. 

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan 

Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan 

operasional Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan 

adalah sebagai berikut : 
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Dacrah XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilaian 
2018 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Perangkat Daerah vang Dinilai: Dinas Kesehatan 
Sumber Data Renia Dinas Kesehatan Tahun 2019 
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Kesehatan (Renja 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Bali ta 
2019) dan Kegiatan 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
Utama 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu 
hamil 

2 .  Pertemuan ANC Terpadu 30 orang 
peserta 

Keluaran/Hasil 3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi 
Kegiatan daJam penggunaan Buku KIA clan Pasca satin clengan 50 orang 

pelayanan darah peserta 
pacla sektor eksternaJ 

4. Pelatihan Managemen Terpaclu Pelayanan Kesehatan 20 orang 
Peduli Remaja peserta 

5. Pelatihan penjaringan untuk sekolal1 lanjutan 1 Kl 20 orang 
peserta 

lnformasi Lain - 

Kegiatan, dan Program Peningkatan Keselamatan bu melahirkan clan anak 
indikator keluaran 
yang akan 
dilakukan 
penilaian 
risiko 

Daerah XYZ, . . . . . .  September 2018 
Kepala Dinas Kesehatan 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • - · · ·  

1) Menyiapkan penilaian risiko. 

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa ha! perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian 

risiko disajikan sebagai berikut : 

ye 

Tujuan 

Keluaran 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Waktu 

Sumber data utama 

- Menetopkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko 
- Menetapkan skala risiko yang dapat diterima 

- Skala dampak dan kemungkinan 
- Skala risiko yang dapat diterima 

- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 
- Fasilitator 

- Penyusunan RP.JMD 
- Direviu/dimutakhirkan setiop tahun pada soat penyusunan KUA/PPAS 

- Pedoman Peniloian Risiko 
- CSA/FGD 
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a) Menetapkan kriteria dan skala darnpak serta kemungkinan 

risiko. 

Penetapan skala darnpak dan kemungkinan agar mengacu 

kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada 

larnpiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala 

darnpak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 

nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah 

disajikan pada larnpiran Bab JI pedoman ini. 

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu 

dokumen. 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke 

dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan 

dalam tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan-bahan 

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu 

dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses 

kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, 

hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir 

kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya. 

b. ldentifikasi Risiko 

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian 

tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko 

yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancarn 

pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa 

yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan 

terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, 

juga disarnpaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik 

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 

apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, 

serta penerima dampak risiko. 

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini 

menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian 

risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan 

nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. 
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Contoh Kade Risiko adalah sebagai berikut : 

Nomor 
Tahun Nomor 

Tingkat Jenis Urusan Nomor Urut 
Penilaian Perangkat Kode 

Risiko Risiko Perangkat Risiko 
Risiko Daerah 

Daerah 

RSO 19 00 05 01 02 RS0.19.00.05.01.02 

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat 

Daerah 

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019 

00 = Kode Jenis Risiko Berdasarkan Jenis Risiko 

(Pemda/ Strategis/ Operasional) 

05 = Kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko 

strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat 

Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat 

Daerah dan Operasional) 

01  = Kode Urusan Perangkat Daerah 

02 = Nomor urut risiko 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana 

form 5. 

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut : 

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; 

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga 

mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 

menghambat pencapaian tujuan. Teknik ldentifikasi risiko 

urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini 

menggunakan CSA/FGD. 

Form 5 
Contoh Kade Risiko 

Tingkat Tahun Jen is Perangkat Nomor Nomor Contoh 
Risiko Penilaian Risiko Daerah Urusan Urut Kode 

Risiko Risiko Risiko 
RSP 19 01 01 01 01 RSP .19.01.01.01.01  
RSO 19 02 05 01 01  RSO . 19 .02.05 .01.01 
ROO 19 03 25 01 01 ROO . 19 .03.25 .01.01 
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Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 

RSP Strategis Pemerintah Daerah 

RSO Strategis Perangkat Daerah 

ROO Operasional Perangkat Daerah 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka 

sebagai berikut 

01 Pendidikan 21 Persandian 

02 Kesehatan 22 Kebudayaan 

03 PU clan Tata Ruang 23 Perpustakaan 

04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsipan 

05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 25 Kelautan dan perikanan 

Masyarakat 26 Pariwisata 

06 Sosial 27 Pertanian 

07 Tenaga Kerja 28 Kehuta nan/ Perkebunan 

08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral 

09 Pangan 30 Perdagangan 

10 Pertanahan 31 Perindustrian 

1 1  Lingkungan Hidup 32 Transmigrasi 

12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi 

Administratif 

13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD 

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan 

15 Perhubungan 36 Perencanaan pembangunan, litbang 

16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan 

17 KUKM 38 Kepegawaian dan Pengembangan SOM 

18 Penanaman Modai 39 Bencana 

19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik 

20 Statistik 41 Perikanan 

99 Lainnya 

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 

01 Pemerintah Daerah 19 Satuan Polisi Pamong Praja 

02 Sekretariat Daerah 20 Dinas Sosial 

03 Sekretariat DPRD 21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

04 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

05 Dinas Kesehatan 23 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24 Dinas Badan Keuangan Daerah 

07 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 25 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 

Inovasi Daerah 

08 Dinas Perkebunan dan Peternakan 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah 

09 Dinas Lingkungan Hidup 27 Inspektorat Daerah 

10 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

29 Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 

1 1  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 30 Rumah Sakit Umum HAMBA 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 Kecamatan Muara Bulian 

12 Dinas Tenaga Kcrja dan Perindustrian 32 Kecamatan Pemayung 

13 Dinas Perhubungan 33 Kecamatan Bajubang 

14 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 34 Kecamatan Muara Tembesi 

15 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 35 Kecamatan Mersam 

16 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 36 Kecamatan Batin XXIV 

Menengah 37 Kecamatan Maro Sebo Ulu 

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 36 Kecamatan Maro Sebo IHr 

Satu Pintu 37 Kecamatan Maro Sebo Ilir 

18 Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD 

untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah Daerah 

adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD 

untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah 

Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, 

dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah 

adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah 

serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya 

melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, 

Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang 

bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. 

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada 

DAERAH XYZ dilakukan sebagai berikut: 

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang 

dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih; 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan 

ditampilkan pada layar LCD; 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta; 

4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; 

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik 

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 

apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak 

risiko, serta penerima dampak risiko). 

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada 

Daerah XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan 

untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah Daerah. 

Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan CSA/ FGD telah teridentifikasi Risiko 

Strategis Pemerintah Daerah : 
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a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah; 

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan. 

Contoh Formulir Kertas Kerja ldentifikasi Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah disajikan pada form 6. 
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Form6 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah XYZ, Provinsi ABC 

Nama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 

Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai Periode RPJMD (TaJmn 2019-2023) 

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelavanan Dasar Bidang Kesehatan 
Indikator Risiko Sebab Dam pak 

No Tujuan/Sasaran Kinerja C/UC 

Strategis Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena 

Risiko 

a b c d e f g h i i k 

Tujuan Strategis 
Pemerintah Daerah 1:  
Meningkatkan derajat 
kesehatan masvarakat 

Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan Perilaku Hidup RSP.1 Kepala Belum tersedianya Sanitasi Total Internal C 1. Angka kejadian Penyakit Kepala Daerah 

Meningkatnya kualitas Harapan Bersih Sehat (PHBS) 9.01.02 Daerah Berbasis Masyarakat (STBM) Tidak Menular (PTM) tinggi Masyarakat 

kesehatan masyarakat Hidup rendah .QI (Tidak termasuk prioritas 2. Angka kejadian Penyakit Perangkat Daerah 
anggaran) Menular tinggi Terkait 

3. Angka stunting tinggi 

Pelayanan kesehatan RSP.1 Kepala 1. Sarana prasarana belum Internal C AKI tinggi AKB tinggi Akaba Kepala Daerah 

belum memenuhi SPM 9.01.02 Daerah memadai (Puskesmas PONED Peningkatan kasus gizi Masyarakat 

Bidang Kesehatan .01 tidak tersedia) buruk Perangkat Daerah 
2. Jumlah tenaga kesehatan Kasus HIV meningkat Kasus Terkait 
belum memadai (Tenaga TB meningkat Angka 
laboratorium, dokter, tenaga kejadian Penyakit Tidak 
kesehatan) Menular (PTM) tinggi Angka 

kejadian Penyakit Menular 
tinggi 
Angka stunting tinggi 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

strategis Pemerintah Daerah : 

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan 

risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang 

menjadi tanggung jawab Bupati/ tingkat Pemerintah 

Daerah (misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 

tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh 

Bupati. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa 

potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di 

tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu 

pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, 

misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau 

pemantauan oleh Bupati. 

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor 

faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat 

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 

strategis Pemerintah Daerah. 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan 

tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional 

Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ 

tindakan oleh Bupati. 

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko 

yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, 

sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati. 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi 

Bupati. 

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat 

dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah 

Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis 

Pemerintah Daerah. 

Daerah 

dapat 
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Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Daerah 

XYZ telah menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah Urusan Wajib Kesehatan yang akan 

dilakukan penilaian risiko. 

Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan 

dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan : 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dan Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan !bu, Bayi, 

Anak dan Reproduksi. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 

Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan : 

a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak 

dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak 

teratur). 

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan; 

c) Sarana pendukung ANC kurang memadai; 

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana form 7. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 

strategis Perangkat Daerah sebagai berikut : 

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan 

kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, 

monitoring kepala Perangkat Daerah dll) - Pengendalian 

yang nantinya dirancang rnerupakan tanggung jawab 

yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang rnernerlukan pengendalian di tingkat 

Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah 

/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat 

Daerah dll) untuk rnemastikan/mernbantu pencapaian 

tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko strategis Pernerintah Daerah dapat berupa faktor 

faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 

Daerah yang dapat rnengganggu pencapaian tujuan 

strategis Perangkat Daerah. 
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untuk dilakukan Operasional 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan 

tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk 

menjaring permasalahan pencapan tujuan 

strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan 

penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah. 

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko 

yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko 

yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia 

oleh kepala Perangkat Daerah. 

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetuju i / divalidasi 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional 

ldentifikasi Risiko 

mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 

Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan DAERAH XYZ telah 

menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan 

dilakukan penilaian risiko. 
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Form 7 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah 

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah XYZ 
OPD Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian 2018 

Periode yang dinilai Tujuan: Periode Renstra (Tahun 2019- 2023) 

Strategis Meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat 

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang Kesehatan 

Risiko Sebab Dampak 

No Tujuan/ Sasaran Indikator Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak 

Strategis Kinerja Risiko yang 

Terkent 

a b C d e f g h i i k 

Tujuan: Meningkatkan 
derajat kesehatan 
masvarakat 

Sasaran Strategis Angka kematian lbu Penggunaan layanan RSO.19. Kepala Kurangnya Sosialisasi nternal � bu hamil tidak Dinkes 
Perangkat Daerah: Melahirkan Per kesehatan rendah 92.02.01 Dinas Kesehatan Keterlibatan mengetahui RSUD 
Meningkatnya 100.000 Kelahiran (Persalinan tidak Kesehatan lintas program lintas prosedur pelayanan Masyaraka 
Keselamatan Ibu, Bayi, Hid up lilakukan pada faskes, sektor (Posvandu, dan tanda-tanda 
Anak dan Reproduksi Angka Kematian Bayi kunjungan ibu hamil RT/RW, Lurah, bahaya kehamilan 

AKB) Per 1000 idak teratur) Kecamatan, Perangkat 
Kelahiran Hidup Daerah terkait) rendah 
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a b C d e f g h i j k 

1. Angka Kematian Kualitas pelayanan RSO.l Kepala • Kompetensi tenaga Internal C Kepuasan Dinkes 
Balita (AKaBa) APN tidak sesuai SPM 9. Dinas kesehatan (bidan, masyarakat RSUD 
Per 1000 Kesehatan 02.02. Kesehata dokter) ten tang rendah Masyarak 
Kelahiran Hidup 02 n APN SD!DTK kualitas dan at 

MTBS, neo natal efektivitas 
esensial rendah pelayanan rendah 

2. Cakupan Sarana pendukung RSO.1 Kepala • Alat pendukung Internal C Kualittas dan Dinkes 
Pertolongan ANC kurang memadai Dinas ANC tidak efektivitas RSUD 
Persalinan oleh 02.02.( Kesehata dikalibrasi pelayanan rendah Masyarak 
Tenaga 3 n • Regen dan alat Kepuasan at 
Kesehatan yang pendukung ANC masyarakat 
memiliki kurang rendah 
Kompetensi • Tenaga 
Kebidanan laboratorium di 

3. Cakupan Mutasi tenaga RSO.1 Kepala Sistem kepegawaian Internal UC Kualittas dan Dinkes 
Pelayanan kesehatan terlatih Dinas efktivitas RSUD 
Kesehatan Bayi 02.02.( Kesehata pelayanan Masyarak 

4 11 renclah at 

• Kepuasan 
masyarakatre 
ndah 
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 

risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 

Kesehatan: Jaminan Persalinan (DAK non fisik). Tujuan 

Kegiatan tersebut adalah: Peningkatan Keselamatan Ibu 

Melahirkan dan Anak. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 

Operasional Dinas Kesehatan : 

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 

b) Pengadministrasian tidak tepat waktu; 

c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: 

mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu 

kelengkapan klaim, berupa dokumentasi. 

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional 

Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. 

c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 

disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis 

risiko urusan wajib/ pilihan. 

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan 

Dasar bidang Kesehatan pada Daerah XYZ dilakukan melalui 

metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, 

masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap 

dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang 

disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. 

Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh 

peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk 

mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. 

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana form 8. 

2) Memvalidasi risiko 

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah 

selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, 

sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan 

Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada 

Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan 

risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam 

pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi dan "tinggi 

akan diprioritaskan untuk ditangani. 

Kesulitan 
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Form 8 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah XYZ, Provinsi ABC 
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian 2018 
Periode yang dinilai 2019 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis 
Perangkat Daerah : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Indikat Risiko Sebab*) Dampak**) 

No Kegiatan or C/UC 

Keluara Tahap Uraian Kode Pemilik Uraian Sumb Uraian Pihak yang 

n Risiko er Terkena 

a b C d e f g h i i k I 

1. Jaminan Terbayar Pertanggu ngj Pertanggungjawa ROO.19.0 Kepala Dinas Berkas Ekster UC Pembayaran Kepala 

Persalinan kanya awaban ban tidak tepat 2. Kesehatan/ dokumentasi -nal tidal< dapat Derah 

(OAK Jaminan waktu 02.01 Kepala Bidang pasien segera Rumah 

NON FISIK) Kesmas terlambat direalisasikan sakit 
dilengkapi Masyarak 
oleh rumah at 
sakit 

Penatausaha Pengadministras ROO.19.0 Kepala Dinas Berkas Ekster UC Pembayaran Kepala 

an ian tidak tepat 2. Kesehatan/ dokumentasi -nal tidak dapat Derah 
waktu 02.02 Kepala Bidang pasien segera Rumah 

Kesmas terlambat direalisasikan sakit 
dilengkapi Masyarak 
oleh rumah at 
sakit 

Pelaporan Lap Realisasi ROO .19 .0 Kepala Dinas Rumah Sakit Ekster UC Dana OAK Kepala 

Keuangan 2. Kesehatan/K (RS M. Yunus) -nal Triwulan Derah 
Triwulan: 02.03 epala Bidang menyampaikan berikutnya Rumah sakit 

Kesulitan Kesmas klaim tidak tidak Masyarakat 
mengumpulkan lengkap disalurkan 
administrasi oleh 
pencairan, yaitu Kemenkeu 
kelengkapan 
klaim 
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a b c d e f J! h i i k 1 

Pemantauan Kegagalan R00.19.0 Kepala Dinas Evaluasi Intern C Anggaran Dinas 

dan mengidentifikas 2. Kesehatan/ dilakukan al Jam persal Kesehatan 

evaluasi i 02.04 Kepala Bidang terbatas pada tidak 

permasalahan Kesmas output terserap 100% 

(jumlah bumil 
miskinyang 
belum 
mempunyai 
jaminan 
kesehatan 
lainnya 
terlavani 

Pemberian Terlaksan Perencanaan Data ibu hamil R00.19.0 Kepala Dinas Kurangnya Intern C Perencanaan Kepala 

Layanan an miskinyang 2. Kesehata/ koordinasi al kurang tepat Derah 

ya belum 02.05 Kepala dengan Dinas Rumah 

Kegiatan memiliki Bidang Sosial sakit 

jaminan Kesmas Masyara 

kesehatan kat 

lainnya dari 
kecamatan dan 
kelurahan 
belum ada 

Perhitungan R00.19.0 Tidak ada Intern C Terhambatnya 

kebutuhan 2. database al pelayanan 

dana tidak 02.06 
teoat 

Pelaskanaan Adanya pasien R00.19.0 Kcpala Dinas Tidak ada Intern C Rendahnya Kepala 

yangmasih 2. Kesehatan/ database al kepuasan Derah 

dikenakan 02.07 Kepala Bidang masyarakat Rumah 

biaya oleh Kesmas sakit 

RS/Bidan Masya 

(double claim ) rakat 

Pelaskanaan Proses cross R00.19.0 Kepala Dinas Kurangnya Intern C Terhambatnya Kepala 

data dengan 2. Keschatan/ kordinasi al pelayanan Derah 

BPJS yang 02.08 Kepala Bidang Rumah 

membutuhkan Kesmas sakit 

waktu lama Masyarakat 
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Form 9 

Formulir Hasil Analisis Risiko 

Nama Pemda : Pemerintah Daerah XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian : 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Analisis Risiko 

No. "Risiko" yang Kode Skala Skala Skala 

Teridentifikasi Risiko Dampak*) Kemungki Risiko 

nan*) 

a b C d e f= dxe 

1 Risiko Strategis 

1 Penerapan Perilaku Hidup Bersih RSP.19.01 4 4 16 

Sehat (PHBS) rendah .01.01 

2 Pelayanan kesehatan belum RSP.19.01 5 5 25 

memenuhi SPM Bidang Kesehatan .01.02 

II Risiko Strategis Perangkat Daerah 

1: Dinas Kesehatan 

1 Penggunaan layanan kesehatan RS0.19.01 5 4 20 

rendah .05.02 

(Persalinan tidak dilakukan pada 

faskes, kunjungan ibu hamil tidak 

teratur) 

2 Kualitas pelayanan APN tidak RS0.19.01 5 5 25 

sesuai SPM Kesehatan .05.03 

3 Sarana pendukung ANC kurang RS0.19.01 5 3 15 

memadai .05.04 

4 Mutasi tenaga kesehatan terlatih RS0.19.01 5 4 20 

.05 .10 

III Risiko Operasional Perangkat 

Daerah 1: Dinas Kesehatan 

1 Data Ibu hamil miskin yang belum RO0.19.0 5 5 25 

memiliki jaminan kesehatan 1.05.02 

lainnya dari 

kecamatan dan kelurahan belum 

ada 

2 Perhitungan kebutuhan dana tidak R00.19.0 3 3 9 

tepat 1.05 .03 

3 Proses cross check data dengan R00 . 19.0 4 3 12 

BPJS dan Jamkeskot: yang 1.05.04 

membutuhkan 

waktu lama 
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a b C d e f= dxe 

4 Aclanya pasien yang masih ROO.19.0 4 2 8 

clikenakan biaya oleh RS/Bidan 1.05.09 

(double claim) 

5 Pertanggungiawaban tidak tepat ROO.19.0 5 4 20 

waktu 1.05.10 

6 Pengaclministrasian ticlak tepat ROO.19.0 5 3 15 

waktu 1. 0 5 . 1 1  

7'Laporan Realisasi Keuangan ROO.19.0 5 3 15 

Triwulan: Kesulitan mengumpulkan 1.05.12  

aclministrasi syarat pencairan, 

yaitu kelengkapan klaim, berupa 

clokumentasi 

8 Kegagalan mengiclentifikasi ROO.19.0 5 4 20 

permasalahan 1.05.13 

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata 

rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi 

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata 

rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi 

Kolom f diisi dengan basil perkalian antara skala dampak dan skala 

kemungkinan 

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut 

diperoleh basil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut: 

terr1rr 

----loo.o.. a Tc vv· an i 

ROO 1 9 0 1 0 5  1  

R00 190105 12 

MATRIKS Kurang 

ANAL1SIS RISIKO 
Tidak Signifikan 

Signifikan 

1 2 

Hample pasti 

• 

Kemnungkinan 
4 

• 2  Besar 
i a 

£ 

5 s  Kemungkinan 
3 E E Kectl 

. 

s E  
¢  '  Sangat 

,- 2 
Jarang 

sangat 
t 

Jarang 

Keterangan; 

FRisko Tia dapat DtenmaPenanganan Setanyutny.a 

Risko Tidak dapat DiterirnaPenanganan Pnoritas 

end! d o  adapat arena 

Sedang dan 

Tinggl 
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Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis 

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat", maka Daftar Risiko 

Prioritas DAERAH XYZ adalah sebagai berikut: 

Nama Pemda : Pemerintah DAERAH XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian : 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Risiko Kode Skal Pemili Penyebab Dampak 

Prioritas Risiko a k 

Risi Risiko 

ko 

a b C d e f g 

I Risiko Strategis 

1, Pelayanan RSP.19.0 25 Kepala l.Sarana • AKI tinggi AKB 

kesehatan belum 1.01.02 Daerah prasarana tinggi Akaba 

memenuhi SPM belum memadai tinggi 

Bidang Kesehatan (Puskesmas • Peningkatan 

PONED tidak kasus gizi buruk 

tersedia,) 
• Kasus HIV 

2.Jumlah tenaga rneningkat 

kesehatan 

belum memadai 
• Kasus TB 

(Tenaga meningkat 

laboratorium) 
• Angka kejadian 

Penyakit Tidak 

Menular (PTM) 

linggi 

• Angka kejadian 

Penyakit 

Menular tinggi 

• Angka stunting 

tinggi 

II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1 

1 Sarana RS0.19.01 25 Kepala • Alat pendukung Kualitas pelayanan 

pendukung ANC .05.03 Dinas ANC tidak ANC tidak sesuai 

kurang rnemadai dikalibrasi SPM kesehatan 

• Regen dan alat 

pendukung ANC 

kurang 

• Tenaga 

laboratorium di 

Puskesmas 

kurang 
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a b C d e f g 

III Risiko Operasional Perangkat Daerah 1: Dinas Kesehatan 

1 Data !bu hamil ROO.19.0 25 Kepala Kurangnya Perencanaan kurang 

miskin yang 1.05.02 Bidang koordinasi dengan tepat 

belum memiliki Dinas Sosial 

jaminan 

kesehatan 

lainnya dari 

kecamatan dan 

kelurahan belum 

ada 

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, 

pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian 

untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko 

(preventij), menurunkan dampak dari risiko yang muncul 

(mitigatif), atau keduanya. 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 

Intsar ±valuasPengeneauuanyang Aca can yang uutunkan 

y 

ruj on to9<entitiko pengneoion yans dot ooda torot engn nip y€ng 
ciprooritaskan tntu ctangari (ciiotoy 

- AMorlni efoktiita pogordahan war odo 

torpitentifiasi pengnealiar yan rnasititututianciberg" 

- (attar poneondaiianan ada tntude rosing-naie rieke priavita 
ufuan wapio/phitan 

- Mast identrii nnodatian yang rnasit ditutuhkon antu rnasinrg 
-resin riikopeiorites uuran wapt/ptan 

takcna,Ptak rkait . StrategisPerer ntah Oran 
- Soc solo#t or (n0tot 
- unit +or~ti iko tingk at felon 2 (opala oPp/sxPD dan atag/abie 

oeD) 
- +arittator 
strategis (tntita) 0PD 
- pala 0PD 

unit ernitk Risko hang at E saton I, an a 

- fesdtator 
Operational pep 

epoia OD 
Lrit oritk iskto any.at £seton 3 den4 
fastatot 

Coluaren 

Mattu 

3umnte cta utara 

tartegiPerr nten Deere 
- Forryuunan RPAD 

tireviuf imnutkninan setiap tanunpada saatperyuunanuANPPA 
strategi (£ntitan) oPD 
Fala soot ponyusuno enstra D 

- tireviu irnutcktikan set+op taunpada zaa peryunan RKA-F 
Operaslonai DD 

pole er pryuturn A-0PO 

CSA/F30 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencalrup 

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi 

pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang 

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut 

selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan 

tidak efektif antara lain jika : 
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a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum mampu menangani risiko yang 

teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya. 

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas 

Kesehatan pada Daerah XYZ, langkah ini dilakukan sebagai 

berikut: 

a) Risiko Operasional : Data !bu hamil miskin yang belum 

memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan 

kelurahan belum ada. 

( 1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini 

adalah Juknis Penggunaan OAK Non Fisik (Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019) 

(2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan 

kelemahan pengendalian ( celah pengendalian). Celah 

pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang 

ada belum mampu menangani risiko yang ada, 

pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan 

diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur 

baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau 

pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang 

timbul). 

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan 

Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh 

Pemerintah Daerah XYZ untuk menangani risiko pada 

Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah Evaluasi 

atas Implementasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

3 Tahun 2019) .  

(4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang 

dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang 

dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, 

berwenang, dan terkait dalam membangun 

pengendalian, yaitu Kepala Bidang. 
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4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 

lkhtisar Penyusunan RTP 

Tujuan 

Keluaran 

Pelaksana/Pihak Terkoit 

Waktu 

Sumber data utama 

- Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RIP) untuk mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalaian 

- Mengidentifikasi RIP untuk mengatasi risiko pada tingat strategis 
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) 0PD, dan tingkat operasionol 
OPD 

- Dattar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 
- Rekapitulasi RIP 

Strategis Pemerintah Daerah 
- Kepalo Doerah 
- Sekda selaku kordinator 
- Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepala doerah don kepal 0PD/SKPD) 
- Fasilitator 
Strategis (Entitas) 0PD 
- Kepala PD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon I atau 2 (Kepala 0PD/SKPD dan Kabag/ 

obid) 
- Fasilitator (opsional) 
Operosional OPD 
- Kepolo OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4 0PD 
- Fasilitator (opsional) 

Strategis Pemerintah Daerah 
- Penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 
Strategis (Entitas) OPO 
- Pada saat penyusunan Renstra 0PD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-0PD 
Operasional OPD 
Pada soat penyusunan RKA-0PD 

CSA[FGD 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi 

risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. 

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Wet"uian 

Indaican utut 

Mengato 
Ke'emhon 

Lngigon 
Pegedai.an 

erurusian Keg at.on 

Pengeod' an yang 
Dbutuhlon do'am 
Rang«o Mengoto 

Rio 

Menyusun 

1on&organ in!armosi 
don iorunit03i 0to; 

tsito don RIP 

Menyusun 
1onxongo 

mon.tor.g don 

e0la. RIP 
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a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan 

Lingkungan Pengendalian. 

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang 

telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 

Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, 

selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk 

Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut : 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah XYZ 

Tahun Penilaian : 2018 

No. Kondisi Lingkungan Rencana Tindak Penanggung Target Waktu 

Pengendalian yang Perbaikan jawab Penyelesaian 

Kurang Memadai Lingkungan 

Pengendalian 

a b c d e 

I Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1 'Banyak terjadi Analisis/kajian Inspektorat Triwulan I1 2019 

pencopotan/ mu tasi kelemahan 

pejabat Daerah karena pengendalian 

tersangkut kasus kepatuhan hukum 

hukum 

II Komitmen Terhadap Kompetensi 

1 Pegawai belum Penyusunan peta BKPSDM Triwulan III 2019 

ct item patkan sesuai kompetensi dan 

dengan kompetensi dan perbaikan SOP 

pengalamani penempatan pegawai 

2 Kualifikasi dan Recruitmen dokter dan Dinas kesehatan Triwulan III 2019 

kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan 

tenaga kesehatan di 

RSUD XYZ belum 

memenuhi kebutuhan 

akan pemberian 

pelayanan kesehatan di 

Era JKN 

III Kepemimpinan yang kondusif 

1 Pimpinan belum Penyusunan kebijakan Sekda Triwulan I 2019 

menetapkan kebijakan pengelolaan 

pengelolaan risiko risiko 

2 Rencana strategis dan Penilaian risiko Sekcla, BPPD Triwulan 1 2019 

rencana kerja pemda rencana strategis dan 

belum menyajikan rencana kerja 

informasi 

mengenai risiko 



76 

a b C d e 

3 Pelayanan pasien BPJS Evaluasi pemberian lnspektorat Triwulan I 2019 

di Daerah XYZ belum layanan dan 

optimal dan terdapat kepatuhan regulasi 

regulasi Dinas Kesehatan 

Daerah XYZ tidak 

berjalan sebagaimana 

mestinya yaitu ketentuan 

mengenai praktek Dokter 

IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 

1 Pemda belum Sosialisasi budaya risiko Sekda Setiap bulan 

menginternalisasi budaya pada setiap 

sadar risiko rapat bulanan 

2 Bel um terdapat Kajian rancangan BKPSDM Triwulan I 2019 

pemberian reward pemberian reward 

dan/atau punishment dan/atau punishment 

atas pengelolaan atas 

risiko pengelolaan risiko 

3 Evaluasi kinerja pegawai Kajian rancangan BKPSDM Triwulan I 2019 

belum dipertimbangkan perhitungan hasil 

dalam perhitungan kinerja terhadap 

penghasilan penghasilan 

4 Anggaran pengembangan Kebijakan efisiensi Penggunaan Anggaran Triwulan I 2019 

SOM belurn BKPSDM 

memadai 

5 Pemerintah Daerah XYZ Penyusunan strategi Dinas Kesehatan Triwulan II 2019 

be! um rnemiliki strategi pernen u han dan 

dalam pemenuhan dan pendistribusian SOM 

pendistribusian SOM kesehan 

kesehatan (Rekomendasi BPK) 

6 Pemenuhan tenaga Perbaikan sistern RSUD XYZ Triwulan II 20 19 

kesehatan di RSUD XYZ Pernenuhan tenaga 

belum memperhatikan kesehatan di RSUD 

tingkat kebutuhan XYZ 

V Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

l Inspektorat Daerah Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan I 2019 

belum melakukan audit pengawasan kinerja 

kinerja atas clan oenyusunan PKPT 

penyelenggaraan urusan inspektorat 

kesehatan dalam tingkat 

strategis 
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b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

dalam Rangka Mengatasi Risiko. 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan 

pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. 

Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu 

memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu 

instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan 

pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon 

risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 

( 1 )  Menghindari risiko (avoid) 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak 

memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat 

meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat 

menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat 

menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat 

justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya 

atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh 

manfaat. 

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko 

(abate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan 

terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah 

lain yang juga digunakan adalah pencegahan 

(prevention). 

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko 

(mitigate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ 

mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian 

menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan 

adalah penanggulangan. 

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu 

istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce). 
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(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko 

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung 

atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya 

antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan 

struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures 

untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. 

Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, 

umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat 

yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko 

dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka 

instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, 

yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko 

tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif. 

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain) 

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko 

tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat 

terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon 

yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. 

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, 

dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut 

meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi 

Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. 

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan strategis 

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan 

sebagaimana form 10 (kolom g-i), selengkapnya, kegiatan 

pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan 

dalam form 10.  



79 

Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Nan;a Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
: 2018 

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

ik Pengendalian Pernyataan R i si «o  die Penanggung Target Waktu No yang libangun . 
untuk mengatasi Jawab Penyelesaian 

risiko 

Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Pelyonan kesehatan belum Rekutmen tenoga honorer Kepado Doerah Triwulan IV 
memenuhi SPM Bidang Kesehaton kesehatan 2019 

II Risilo Strotegis 0PD: Dinos 
esehatn (2019-2023) 

Sorana pendukung ANC urang Evaluosi atas Implementosi Kepala Dinos Triwulan 1 2019 
memadai SOP Alat Kolibrosi 

Evoluasi atos implementasi Kepala Dinos Triwuloan 11 2019 
Standar Pelayanan 
Fuskemos 

Ill Risiko 0perosional 0PD:. Dinos 
Kesehatan (2019) 

Data lbu hamil miskin yang belum Evaluasi atas Implementasi Kepalo Bagian Triwulan 1 2019 
memiliii jaminon kesehoton (Permenles Nomor 3 Tohun 
loinnya dori kecamaton don 2019) 
kelrohan belum 0da 

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang 

dibangun yang dicontohkan pada garnbar diatas merupakan 

bentuk dari "mengubah/mengurangi munculnya risiko 

(abate)". 
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Form 10 

Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Nama Pemda : Pemerintah Daerah XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kode Uraian Rencana Tindak Pemilik/ Target Waktu 

No Risi.ko Prioritas Risiko Pengendalian yang Celah Pengendalian Penang Penyelesai-an 

Sudah Ada ) Pengendalian gung 

Jawab 

a b c d e f g h 

I Risiko Strategis 

1 Pelayanan kesehatan belum RSP.19.0 SOP Pertolongan Prosed u r pengendaJian Recruitmen tenaga honorer KepaJa Triwulan IV 

memenuhi SPM Bidang 1 .01 .02 Persalinan tidak dapat kesehatan Daerah 2019 

Kesehatan dilaksanakan 

II Risiko Strategis Dinas 

Kesehatan 

1 Sarana penclukung Ante RSO.19.0 SOP Kalibrasi Alat Prosed u r pengendaJian Evaluasi atas implementasi KepaJa Dinas Triwulan I 2019 

Natal Care (ANC) kurang 1.05.03 belum clilaksanakan SOP Kalibrasi Alat 

memadai 
Stanclar Pelayanan Prosedur pengenclaJian Evaluasi atas implementasi Kepala Dinas Triwulan II 

Puskemas belum dilaksanakan Standar Pelayanan 2019 

Puskemas 

III Risiko Operasional Dinas Kesehatan 

1 Data ibu hamil miskin yang ROO.19. Juknis Penggunaan Prosed ur pengendaJian Evaluasi atas implementasi KepaJa Triwulan II 

belum memiliki jaminan 01.05 .02 DAK Non Fisik belum dilaksanakan Bagian 2019 

kesehatan lainnya clari 

kecamatan clan kelurahan 

belum ada 
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Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nornor urut 

Kolom b diisi dengan risiko prioritas 

Kolorn c diisi dengan kode risiko 

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, 

Contoh SOP Perneliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari. 

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur balm yang jelas, 

(4) Kebijakan dan proseclur yang acla tidal, sesuai clengan peraturan diatasnya 

Kolom f diisi dengan pengendalian yang rnasih dibutuhkan 

Kolom g cliisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengenclalian 

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 
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c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana 

Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan 

lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan 

kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan 

bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang 

sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh 

sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan 

kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana 

tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat 

menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan 

pengendalian. 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP 

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan 

rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui 

keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang 

diinginkan. 

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian 

yang dibangun disajikan sebagai berikut: 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Contoh Pengomunikastan Pengendauian Yang Dbangun 
Pemerintah Kabupaten XYZ 
2018 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegiatan Pengendali- Media/Ben- ' , Rencana Realisasi 
an yang dibutuhkan tuk Sarana Penyedia Penerima Waktu Keterangan 

Pengomu- Informasi Informosi Waktu % _ _ ," "  
jkasi Pelaksanaan 'elaksanaan 

Reirutmen tenaga honorer Rapot sekdo/ Dinas Kesehatan TriwulonI 

kesehatan Boppeda 8KPDM 2019 

2 Evaluasi otas implementosi Rapat/Surat Dinos Stal Dinos 

$OP Kalbrosi Alat Edaran Kesehatan kesehaton terkait riwulon I 

2019 

Evaluasi atas implementosi Ropat/Surat Dinos stat Dinas 
3 Standar Pelayonan Edaran Kesehoton kesehatan terkoit 

Puskemas 
Ropot/Surot Stat Dinas Triwulonl 

4 Evaluasi otas implementosi Edaron Dinos kesehaton terkcit 2019 

(Permenkes Nomor 3 Tahun Kesehaton 
2019) 

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomuni 

kasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam 

form 1 1 .  
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e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan 

RTP 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan 

bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 

pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan 

berj alan efektif. 

Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko dan 

RTP disajikan sebagaimana form 12 .  
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Form 1 1  

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun 

Nama Pemda : Pemerintah Daerah XYZ 

Tahun Penilaian : 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Kegiatan Pengendalian Media/ Penyedia Penerima Rencana Realisasi Waktu Keterangan 

yang Dibutuhkan Bentuk Sarana lnformasi Informasi Waktu Pelaksanaan 

Pengkomunika Pelaksanaan 

sian 

a b C d e f g h 

Telah dilakanakan dan 

I Recruitmen tenaga Rapat Sekda/ Bapperida Dinas Kesehatan Triwulan I 2019 Februari ditindaklanjuti. 

honorer kesehatan BKPSDM 2019 Dokumentasi berupa 

notulen 

Telah dilakanakan clan 

2 Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan Staf Dinas Triwulan I 2019 Februari clitindaklanjuti. 

implementasi SOP Alat Edaran kcsehatan terkai t 2019 Dokumentasi berupa 

Kalibrasi notulen 

Telah dilakanakan clan 

3 Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Keschatan Staf Dinas Triwulan 1 2019 Februari clitinclaklanju ti. 

implementasi Stanclar Edaran kesehatan terkait 2019 Dokumentasi berupa 

Pelayanan Puskemas notulen 

Telah dilakanakan clan 

4 Evaluasi atas implementasi Rapat/Surat Dinas Kesehatan Staf Dinas Triwulan 1 2019 Februari ditinclaklanjuti. 

(Permenkes Nomor 3 Eclaran kesehatan terkait 2019 Dokumentasi berupa 

Tahun 2019) notulen 
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Form 12 

Contoh Rangcangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah XYZ 

Tahun Penilaian : 2018 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Bentuk/ Met ode Penanggung Rencana Waktu Realisasi 

No Kegiatan Pemantauan yang Jawab Pelaksanaan Waktu Keterangan 

Pengendalian Diperlukan Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan 

yang Dibutuhkan 

a b C d e f g 

1 Rekrutmen tenaga Konfirmasi persiapan dan Kepala DInas Oktober. Oktober. Monitoring telah 

honorer kesehatan laporan pelaksanaan kegiatan Kesehatan November, November, dilaksanakan, 

Direktur RSUD Desem ber 2019 Desember 2019 didokumentasikan, dan 

didistribusikan 

2 Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester I Juni2019 Monitoring telah 

implementasi SOP Laporan pelaksanaan Kesehatan dilaksanakan, 

Alat Kalibrasi kegiatan Direktur RSUD didokumentasikan, dan 

didistribusikan 

3 Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester I Juni2019 Monitoring telah 

implementasi Laporan pelaksanaan /Direktur RSUD dilaksanakan, 

Standar Pelayanan kegiatan didokumentasikan, dan 

Puskemas didistribusikan 

4 Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Semester I Juni 2019 Monitoring telah 

implementasi Laporan pelaksanaan Kesehatan dilaksanakan, 

(Permenkes Nomor kegiatan Direktur RSUD didokumentasikan, dan 

3 Tahun 2019) didistribusikan 
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3. Kegiatan Pengendalian 

Setelah pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 

langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan 

Rencana Tindak Pengendalian. 

[mplementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut 

dari RTP. 

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. 

Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 

prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 

operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur 

pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 

pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 

membentuk tim penyusun kebijakan 

pengendalian serta mengajukan usulan 

dokumen perencanaan apabila diperlukan. 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 

dan prosedur 

kegiatan dalam 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan 

prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus 

ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak 

terkait lainnya. 

4 . lnformasi dan Komunikasi 

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 

internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan 

risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 
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Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah 

pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang 

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian 

yang ada, pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan 

pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya 

Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana 

kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi 

pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak 

terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, 

masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencan.a pengomunikasian 

sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. 

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk : 

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah Daerah (antara 

lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan; 

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya 

dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, 

foto pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 

penyusunan rancangan lnformasi dan Komunikasi RTP. 

Koordinasi pengomunikasian dan pencata tan realisasi 

pengomunikasian clilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 

pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah 

Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian 

RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko 

Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi 

pengomunikasian disajikan sebagai berikut : 
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Realisasi Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 

Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten XYZ 
2018 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kegiatan Pengendati- Media/Ben- penyedia penerima Rencano Realisasi 
an yang dibutuhkan tuk Sarana informasi informasi Waktu Waktu Keterangan 

rm ";z.., roar 

Relrutmen tenaga honorer Ropat Setdo/8oppe Dinos esehaton 
Iriwulon 1 20I9 Februari 20I9 Telah dlaisonaion & 

esebaton do EKPSDM dtindolionjuti 

2 Ewoluosi otos implementosi Ropot/Surat Dinos $tot Dinos 
Triwutan 1 20I9 Februari 20I9 Teloh diloisonoion 6 

$0P librasi Alot Edaran Kesehatan esehatan tertoit dtindoilonjuti 

3 Evolunsi atas implementosi Ropat/Surat Dinos Stal Dinos Februani 20I9 Telah dilatsanoion & 

$0P A!at £daron Kesehatan esehotan terioit 
Triwulan 1 2019 

d.tindoilonjuti 

4 [voluosi otos implementosi Ropot/Surat Dinos Stat Dinos Triwulonl Februori 2019 Teloh diloisonokon 6 

(Permenkes Nomor 3 Tatun £doran Kesehoton kesehatan terkoit 
2019 

ditindoklonjuti 
2019) 2019 

5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai 

dari kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), 

Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala 

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang 

lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan 

risiko pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan 

kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab 

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten 

Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada 

Perangkat Daerah. 

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak 

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian 

risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana 

Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan 

mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai 

infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas 

kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa 

pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan 

secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12 

Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang 

telah diisi realisasinya (kolom f-g). 
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Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi) 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 

Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten XYZ 
2018 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Penonggung 

jawab Waktu RealisasiWaktu Keterangan 
pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan 

pemantauan 

Rekrutmen tenaga honorer Konfirmasi 
kesehatan persiopan dan 

laporan 
pelisonoon 
kegiaton 

2 0st 

Bulanan oleh OKtober. 
Kepola Dinos November, 
Kesehatan Desember 
Diretur RSUD 
Triwulanan 
oleh 

inspektorat 

OKtober. 
November, 
Desember 

Monitoring teloh 
dilaksanaian 
didolkumenta 

si-kan, dan 
didistribusikon 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang 

telah teridentifikasi, maka pemerintah Daerah perlu membuat 

catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang 

terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah 

dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang 

teridentifikasi menggunakan form 12 .  

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 

pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan 

oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis 

(Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, 

dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat 

diilustrasikan sebagaimana berikut: 
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Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Mama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Urusan Pemerintahan 

: Pemerintah Kabupaten XYZ 
: 2018 

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

o Pernyataan Pengendalian yang ponanggung Target 
Risiko dibangun untuk Jawab p e n  ,, , mengatasi Risiko en y ei e s a t a  

Risiko Strategis 
emerintah Daerah 

1 Pelayanan kosehatan Evaluasi atas wahikota Trwulan 
belumn mnemenuhi Implementasi SOP 
SPM Bidang Persalinan 
Kesehatan 

II Risiko Strategis oPD. 
Dinas Kesehatan 
(2019-2023) 

1 Sarana pendukung Evaluasi atas Kepota Dinos Iriwulan it 

ANC urang Implementasi SOP 
mnemadai AMat Kahibrasi 

Evaluasi atas Kepata Dinas Iriwulan ti 

Implementasi 
Standar Pelayanan 
Puskomas 

Ill Risiko Operasional 
oPD : Dinas 
Kesehatan (2019) 

I Data Ibu hamil miskin Evaluasi atas Kepala Bagian Triwulan I 
yang belum memiliki Implementasi 
jaminan kesehotan (Permenkes Nomor 3 
lainnyo dari Tahun 2019) 
kecamotan don 
kelurahan belumn aa 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap 

tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

clilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab 

Pengawasan Pengelolaan Risiko. 

IV. PELAPORAN 

Dalam rangka menclukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah 

Daerah perlu menyusun laporan terkait clengan pengelolaan risiko 

setidak- tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko clan 

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri clari penilaian risiko strategis 

pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat 

Daerah /SKPD, clan penilaian risiko operasional perlu clisusun Laporan 

Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. 

Laporan pelaksanaan penilaian risiko clibuat oleh UPR disampaikan 

kepacla Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit 

Kepatuhan Internal. 
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Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat 

strategis pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan 

pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko 

tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional 

Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah 

dan pihak yang terkait. 

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR 

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan 

tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah 

dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat 

strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah 

dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.  

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut : 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi : 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2 .  Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani 

oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan 

yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan. 

3 . Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Tahunan. 
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C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan 

Internal 

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 

risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada 

Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 

, BUPATI BATANG HARI, 

MU 

• 


